BENTUK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET

DI BNI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

Qi

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
OLEH:
YASINTA
12340145
PEMBIMBING:

1. DR.SRI WAHYUNI, SAg., M.Ag., M.Hum
2. UDIYO BASUKI, SH.,M.Hum

ILMUHUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITASISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2016



ABSTRAK

Dalam era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional
yang terus bergerak cepat, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang harus
dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan
ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui
pemberian fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan
memperbesar usaha yang dimiliki masyarakat. Dari pemberian pembiayaan tersebut
diperlukan adanya jaminan sebagai pengaman atas pembiayaan yang diberikan agar
menghindari resiko adanya wanprestasi. Pemberian fasilitas pembiayaan memiliki
sebuah resiko yaitu adanya pembiayaan macet. Pembiayaan macet memberikan
dampak yang kurang baik bagi Negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia.

Penelitian ini dilakukan pada kantor PT. BNI Syariah Cabang Yogyakarta.
Metodologi penelitiaan yang digunakan dalam penelitian ini adalahlis empiris
yaitu melihat pelaksanaan peraturan hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan
adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, serta
data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah
metode deskriptif kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.
Berdasakan hal tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan yakni untuk
mengetahui apakah pelaksanaan proses penyelesaian pembiayaan macet di BNI
Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa dalam menyelesaikan
pembiayaan macet telah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, yaitu apabila nasabah masih beritikad baik diselesaikan dengan
restrukturisasi pembiayaan  vyaitu dilancarkan  kembali dengan 3R
(Rescheduling/penjadwalan ulangReconditioning/memperkecil margin keuntungan,
Restructuring). Tetapi, jika nasabah sudah tidak koporatif dan tidak beritikad baik
penyelesaiannya dengan lelang agunaKahtor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKLN) untuk menutupi kerugian bank.

Kata kunci : perjanjian, pembiayaan, jaminan, pembiayaan macet
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian
nasional yang terus bergerak cepat, bidang perbankan merupakan salah satu
bidang yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam
pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan
masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh
pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas pembiayaan yang
dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan
memperbesar usaha-usaha mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung
dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan
pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas
pembiayaan, perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang

elektronik, kendaraan, dan lain-ldin.

Pemberian fasilitas pembiayaan memiliki sebuah resiko yaitu adanya
pembiayaan macet. Pembiayaan macet memberikan dampak yang kurang baik

bagi Negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Adanya rentang waktu

! Mariam Darus Badrulzamamneka Hukum Bisnig§Bandung: P.T. Alumni, 2011), him.

106.



pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin
ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur.
Timbulnya pembiayaan macet akan menjadi beban bagi bank karena pembiayaan
macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu baik buruknya kinerja

sebuah bank.

Di samping itu kegiatan pembiayaan (bagi hasil) tetap menjadi sumber
pendapatan utama bagi bank, sekalipun mempunyai sumber pendapatan lain
melalui prosess pendanaan jasa. Dana yang berhasil diperoleh disalurkan kembali
kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan,
dana yang dipergunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang

berbentuk deposito, tabungan, giro, yang berbentuk jangka p&ndek.

Pemberian pembiayaan merupakan suatu usaha bank yang paling pokok,
maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan
pembiayaan pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu
untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dengan adanya unsur
resiko dan ketidakpastian ini maka diperlukan suatu pengamanan pembiayaan.
Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidak-tidaknya

memperkecil resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu

2 Gatot SupramonoPerbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis
(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), him. 268.

3 Ibid., him. 106



meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap pembiayaan agar memperkecil

kemungkinan terjadinya pembiayaan mdcet.

Masalah keamanan atas pembiayaan yang diberikan merupakan masalah
yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya resiko yang timbul dalam
sistem pemberian pembiayaan. Untuk menghindari resiko terjadinya pembiayaan
macet atamon-perfoming loanhank sebenarnya telah melakukan usaha preventif
dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap usaha, penghasilan,
kemampuan nasabah debitur serta pemantauan dan pengawasan. Meskipun
tindakan preventif telah dilakukan, namun tidak jarang nasabah debitur tidak
mampu menyelesaikan hutang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan
dalam perjanjian pembiayaan. Adanya pembiayaan macet akan menuntut proses
penyelesaian yang cepat, tepat, akurat serta segera untuk mengambil tindakan
hukum jika sudah tidak ada jalan penyelesaian lain melalui restrukturisasi. Perlu
juga dilakukan penilaian ulang secara periodic agar dapat mencegah lebih awal
sehingga dapat mengambil langkah-langkah pengamanan dan dilakukan
penyelamatan serta penyelesaian segera apabila pembiayaan menunjukan

bermasalah atawon-performing loar.

4 Krisna Wijaya, Reformasi Perbankan Nasional catatan Kolom Demi Kol¢dakarta:
Harian Kompas, 2000).

® Ibid., him. 109.



Tindakan bank dalam usaha menyelesaiakan pembiayaan macet beraneka
ragam, tergantung pada nasabah debitur karena ada nasabah debitur kooperatif
yang memiliki itikad baik dan ada yang beritikad tidak baik. Dengan adanya
itikad baik dari debitur maka dapat lebih kooperatif dalam mencari solusi untuk
menyelesaikan pembiayaan macet tersebut. Apabila debitur tidak kooperatif dan
memiliki itikad tidak baik maka prospek untuk mencari solusi dalam penyelesaian
pembiayaan macet akan terhambat, sehingga faktor kuat tidaknya perjanjian
pembiayaan, pengikatan jaminan, kondisi fisik jaminan dan nilai dari jaminan
sangatlah penting karena inilah satu-satunya sumber pengembalian pembiayaan

apabila terjadi pembiayaan maéet.

BNI Syariah merupakan bank yang mempunyai cakupan jaringan yang
sangat luas di Indonesia serta memiliki cabang-cabang di berbagai daerah. Salah

satunya adalah BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

BNI Syariah Cabang Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Kusumanegara
No.112- Umbulharjo ,Sleman, Yogyakarta memberikan komitmen untuk
memberikan kemudahan penyaluran pembiayaan sebagai tambahan modal usaha,
untuk Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat Kecil dan

Menengah ke Atas, dll. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, tidak sedikit bank-

8 Indrawati,Penyelesaian KredifFH Ul, 2008, him. 29.



bank yang telah berdiri menjadi bangkrut dikarenakan gagalnya pengembalian

pembiayaan yang telah dipinjamkan.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Ruri Supriadi bagian Recovery
and Remedial Head, dari sekian Nasabah yang ada di BNI Syariah Cabang
Yogyakarta, posisi pada tahun 2010 sampai 2015 ada 2000 nasabah yang
menggunakan jasa pembiayaan, dan 120 nasabah diantaranya wanprestasi

sehingga mengakibatkan pembiayaan macet.

Dari penjelasan diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat
tema ini dengan judul skripsBentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet di BNI

Syariah Cabang Yogyakarta”

B. Rumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang
akan menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah
apakah bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang
Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah?

7 Ramlan GintingPengaturan Pemberian Kredit Bank UmuiBandung: Makalah 6 Agustus
2005), him. 226.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang

Yogyakarta.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

=

Manfaat Teoretik:

Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan sekaligus sebagai
sumbangan ilmu khususnya dalam materi mengenai pembiayaan macet
sehingga dapat membantu mempersiapkan diri sebagai generasi penerus
bangsa yang berwawasan dan bercita-cita tinggi.

Untuk memperluas pengetahuan mengenai penyelesaian pembiayaan macet
melalui hasil penelusuran teori-teori hukum perbankan sebagai dasar

hukumnya vyang tentunya berkaitan dengan Kkebijakan penyelesaian

pembiayaan macet oleh pihak bank yang bersangkutan.

Sebagai bahan informatif dalam permasalahan terkait mengenai dasar-dasar
pengaturan hukum perbankan syariah khususnya dalam hal pembiayaan di
BNI Syariah Cabang Yogyakarta serta kebijakan atau upaya yang akan

dilakukan pihak bank terkait dalam penyelesaian jika terjadi pembiayaan

macet sehingga dapat dipahami resiko, prosedur dan hubungan kreditur



dengan debitur dalam perkreditan di dunia bank, dimana selama ini dianggap

rahasia bank.

. Manfaat Praktis:

. Untuk mengetahui dengan jelas mengenai mekanisme penyelesaian

pembiayaan macet.

. Kiranya dapat membantu jika suatu saat dihadapkan pada penyelesaian kasus
serupa yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan macet dalam
perbankan yang dalam hal ini dikhususkan pada BNI Syariah Cabang

Yogyakarta.

. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk

mancari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori

terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera

dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam

keperluan penelitiaf.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Maryam Mahasiswa Muamalat Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

8 Consuelo G SevilldRengantar Metode Penelitia(Jakarta: Ul Press, 1993), him. 31.



dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Gempa Bumi di BPR
Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 2006hembahas mengenai
penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPR Syariah yaitu
dengan menambah suntikan modal usaha untuk warga yang terkena gempa agar
dapat melancarkan kembali usahanya sehingga bisa membayar kembali
kewajibannya. Serta membebaskan nasabah dari tagihan bunga jadi hanya
membayar tagihan pokok saja. Sedangkan skripsi ini lebih menitik beratkan pada
bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNl Syariah Cabang Yogyakarta

menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Azhar Muhamad Mahasiswa Universitas Islam
Indonesia dengan Judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah karena
Overmacht di PT Sarana Yogya Ventdfatnembahas mengenai bagaimana
penyelesaian pembiayaan bermasalah karena overmacht PT Sarana Yogya
Ventura berupaya untuk menyelesaiakan melalui jalur nonlitigasi (pendekatan
persuasive), yaitu dengan dilakukan melalui perundingan kembali antara PT
Sarana Yogya Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha dengan memperingan
syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan. Sedangkan skripsi ini lebih menitik

beratkan pada bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang

° Dewi Maryam, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Gempa Bumi di BPR Syariah
Bangun Drajat Warga Yogyakarta 200&kripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga yogyakarta, 2015.

10 Azhar Muhamad, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah karena Overmacht di PT Sarana
Yogya Ventura” Skripsj Fakultas Hukum Ull, Universitas Islam Indonesia, 2013.



Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Andree Setiawan Mahasiswa Muamalat Fakultas
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet
Pinjaman Tanpa Jaminan (Studi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Mandiri Mulia Desa Condong Catur, Kecamatan Depgk)iembahas mengenai
penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak BKM terhadap anggota KSM
sudah sesuai dengan hukum islam. Dalam tahapan pertama dan kedua,
penyelesaian yang dilakukan pihak BKM sesuai tastsulh dan tahapan ketiga
sesuai dengan teotahkim Dimana teorias-sulh dan tahkim merupakan cara
untuk menyelesaiakan masalah yang dianjurkan dalam islam. Sedangkan skripsi
ini lebih menitik beratkan pada bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI
Syariah Cabang Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaki Azhar Mahasiswa Muamalat
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan

judul “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Unit

11 Andree Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman
Tanpa Jaminan (Studi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong
Catur, Kecamatan Depok)"Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
yogyakarta, 2015.
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Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kecamatan
Pabelan Kabupaten Semararg)dalam penelitian ini menjelaskan bahwa

penyelesaian kredit macet kegiatan Simpan Pinjam perempuan desa Pabelan
Kabupaten Semarang dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan.
Sedangkan skripsi ini lebih menitik beratkan pada bentuk penyelesaian
pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta menurut Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tesis yang ditulis oleh Agung Wijaya Mahasiswa Universitas Indonesia
Fakultas Hukum dengan judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT.BANK
Perkreditan Rakyat XYZ di Depok’ dalam penelitian ini dijelaskan bahwa
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit
bermasalah terbagi dalam jalur eksekusi maupun non eksekusi. Jalur penyelesaian
melalui eksekusi dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan dan
pelelangan jaminan kredit. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non eksekusi
dapat ditempuh melalui restrukturasi kredit, hapus bukitq off), hapus tagih
dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Sedangkan skripsi ini lebih menitik

beratkan pada bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang

2 Muhammad Zaki Azhar, “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Prespektif hukum Islam (Studi
di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec Pabelan Kab Semarang)”,
Skripsi,tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

13 Agung Wijaya, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT.BANK Perkreditan Rakyat XYZ
di Depok”, Tesis tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, juli 2011.
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Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Melisa N. Sitohang Mahasiswa Universitas
Sumatera Utara Fakultas Hukum dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet
(Bermasalah) Atas Pinjaman nasabah BANK Pada PT. BANK Mandiri Cabang
Balige™* dalam penelitian ini membahas tidak ada suatu pemberian pinjaman
kredit tanpa adanya agunan yang dapat menjamin kredit yang diberikan. Pada
dasarnya jenis agunan yang diperlukan untuk satu jenis kredit yang sama adalah
sama untuk semua calon nasabah, baik Pegawai Negeri Sipil atau bukan. Dimana
agunan yang paling penting adalah agunan tunai berupa Deposito Berjangka Bank
mandiri, Tabungan Bank Mandiri dan Giro Bank Mandiri. Sedangkan agunan
yang lain berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan
Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan sertifikat Hak guna
Usaha. Semua debitur PT. Bank Mandiri harus memiliki rekening
(Tabungan/Giro) di PT) Bank Mandiri yang akan digunakan untuk pendebetan
atas angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya dari fasilitas kredit yang
bersangkutan. Dalam hal perjanjian kredit antara pihak bank dengan nasabah
debitur, dimana bila debitur yang bersangkuran meninggal dunia pada saat kredit

masih atau sedang berjalan, maka sisa pinjaman kredit yang belum dilunasi

14 Melisa N. Sitohang, “Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah
Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang BaligBKkripsi tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara,
2008.
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tersebut tidak akan dibebankan kepada ahli warisnya, akan tetapi sudah dialihkan
kepada pihak perusahaan asuransi (penanggung). Sedangkan skripsi ini lebih
menitik beratkan pada bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah
Cabang Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah.

Tesis yang ditulis oleh Rita Rosmilia Mahasiswa Universitas Diponegoro
Progam Studi Magister Kenotariatan Progam Pasca Sarjana dengan judul
“Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Bermas@lakhelitian ini membahas
tentang pelaksanaan pemberian kredit di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang
Semarang Pattimura telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta
peraturan-peraturan pokok perkreditan yang berlaku, baik peraturan intern BRI
yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel dan ketentuan-ketentuan Bank
Indonesia yaitu SK Direksi Bank Indonesia No0.27/162/DIR tanggal 31 Maret
1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB).
Pihak BRI juga telah berusaha maksimal untuk meminimalisir terjadinya kredit
bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan
manajemen perusahaannya. Dengan demikian penegakan hukum telah
dilaksanakan oleh para Pejabat Kredit Lini, ADK, maupun Pejabat Pemutus
Kredit dengan menerapkan peraturan-peraturan mengenai pokok-pokok

perkreditan baik pada saat proses pemenuhan syarat-syarat kredit, proses

15 Rita Rosmilia, “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalasis tidak diterbitkan,
Universitas Diponegoro, 2009.
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pemberian putusan kredit, maupun pada tahap pencarian kredit. Sedangkan skripsi
ini lebih menitik beratkan pada bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI
Syariah Cabang Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah.

Dari beberapa penelitian yang ada diatas, penulis mencoba menguraikan
tentang tinjauan yuridis empiris terhadap bentuk penyelesaian pembiayaan macet
di BNI Syariah Cabang Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Karena sejauh pengetahuan
penulis belum ada penulis yang membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi.
Oleh karena itu, penulis termotifasi untuk membahas permasalahan tersebut
dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan,

khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teoretik

1. Perjanjian

Menurut pakar hukum Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian kredit di
Indonesia adalah perjanjian yang bernama. Selanjutnya dikemukakan, dalam
aspeknya yang konsensual perjanjian ini tunduk kepada Undang-Undang
Perbankan dan bagian umum Buku Ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam aspek riil perjanjian ini tunduk pada Undang-Undang Perbankan dan

ketentuan yang terdapat di dalam model-model perjanjian (standar) kredit yang
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dipergunakan di lingkungan perbankan, perjanjian kredit dalam aspeknya yang

riil ini tidak tunduk pada Bab XII Buku 11l BW®

Pendapat senada dikemukakan oleh Sri Gambir Melati Hatta, perjanjian
kredit merupakan suatu bentuk kontraktual dalam penuangannya. Dengan
demikian berlakulah ketentuan-ketentuan hukum privat dalam hal ini tunduk pada
ketentuan hukum perjanjian yang ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Buku IlI.

Pendapat yang lebih spesifik dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini,
pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam
pengertian kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dapat
mempunyai beberapa maksud yakni pertama, pembentuk undang-undang
bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan
kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam.
Kedua, pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan

kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian terttlis.

Bila ditilik secara seksama pandangan yang dikemukakan oleh para pakar
perbankan di atas, tampak bahwa hubungan hukum antara badan usaha bank

(kreditor) dengan nasabah peminjam (debitor) diikat dengan suatu perjanjian

16 Mariam Darus BadrulzamaRerjanjian Kredit Bank(Bandung: Alumni,1983), him.37.

17 Sutan Remy SjahdeinKebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para
pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indones{dakarta: I1BI, 1993), him 181.
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tertulis. Bahkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang
Perbankan yang diterbitkan Oleh Bank Indonesia dengan tegas dikemukakan,
bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian secara
tertulis!® Perjanjian Tertulis antara kreditor dan debitor pada umumnya sudah
dalam bentuk kontrak standar. Untuk jenis perjanjian semacam ini oleh para ahli

hukum dikualifikasikan sebagai perjanjian kredit b&hk.

2. Pembiayaan

Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa pembiayaan
merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan

dana untuk

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang meruppakan defisitunit.

Menurut Ahmad Sumiyanto pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan
dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang
akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan

dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung ja#ab.

81.

8 Widjanarto,Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonggiakarta: Infobank, 1997), him.

19 Mariam Darus BadrulzamaRerjanjian Kredit Bank him. 37.

20 Muhammad Safi'l Antonio, Bank, Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani

Press, 2001), him. 160

2 Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta: PT ISES Consulting

Indonesia, 2008), him. 165.
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Pembiayaan atau kredit yang diperoleh dari perirangan dan juga dari
lembaga keuangan seperti bank dipakai sebagai salah satu alternative untuk
mendapatkan modal. Didalamnya ada unsur tolong menolong dan timbal balik
antara pemilik modal dan debitur. Kepentingan timbal balik ini mendorong kedua
belah pihak untuk berusaha mencapai target tertentu dengan didasari itikad baik

sehingga akan meningkatkan kesejahteraan hidup m&reka.

3. Pembiayaan Macet

Menurut Gatot supramono kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak
dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur
harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan elsekusi

barang jaminar?

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang dimaksud
dengan ‘macet’ adalah tidak mematuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, dalam
hal ini perjanjian kredit. Apa yang menjadi motif ingkar janji (wanprestasi) itu
tidak dipersoalkan.untuk perjanjian timbal balik, maka hak kreditur terhadap
debitur adalah menuntut agar pinjaman itu dikembalikan dengan seluruh

persyaratan yang terdapat di dalam perjanjian kredit itu.

22 Arti surat Al-maidah (5) : 2.
23 Gatot Supramonderbankan dan Masalah Kreditakarta: Rineka cipta, 2009), him. 269.

24 pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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Pakar hukum perbankan S. Sundari arie mengemukakan terjadinya kredit

macet bisa disebabkan oleh faktor intern maupun ek&tern.

F. Metode Pendlitian
1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penyusun
menggunakan tahap Penelitian Lapang@ield Research)yaitu dengan
melakukan cara kualitatiffwawancara terhadap karyawan bagian pembiayaan

macet dari BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk
menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat
memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan obyek penelitian penulis

adalah: BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris,
yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang

berlaku di masyarakat, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder

25 8. Sundari Arieaspek Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbaniiakarta:
Makalah, 29 Juli 1993).
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terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap
data primer yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian
yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan
kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha

menemukan proses bekerjanya hukém.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-
mata sebagai satu perangkat aturan perundang-undang yang bersifat normatif
belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang
menggejala dan membentuk pola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi
dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, social,

dan budaya.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga sumber data
primernya adalah data yang berasal dari lapangan secara langsung melalui
wawancara. Adapun narasumber utama dalam wawancara ini adalah pegawai

bagian Recovery and Remedial Head dan Recovery and Remedial Assistant.

26 Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukuniJakarta: Ul-Press 1984), him. 52.
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b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak

langsung melalui publikasi, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan data primer yang digunakan terdiri dari bahan-bahan hukum yang
mengikat berupa peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum yaitu
UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-
Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, dan

Ketentuan Umum BNI Syariah Cabang Yogyakarta Mengenai Pembiayaan.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh, dibuat, dan
merupakan pendukung dari sumber utdm@ata sekunder yang digunakan
terdiri dari buku-buku, jurnal, tesis, skripsi dan artikel ilmiah tentang hukum yang

terkait dengan tema.

85.

27 Sumardi Suryabratdyletodologi Penelitian(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), him.
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3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi sumber data
primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi hukum, website di internet yang
membahas tentang pelaksanaan proses pencegahan dan penyelesaian terjadinya

pembiayaan macet di BNI Syariah.

4) Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain menggunakan metode wawancara.

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu
penelitian untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung secara
bertatap mukafdce to facg?® Penulis akan melakukan secara sistematis dan
dilandaskan kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data yang akurat dan
tepat. Interview yang digunakan adalah interview terpimpin artinya dilakukan
dengan menggunakan kerangka pertanyaan agar tidak banyak waktu yang
terbuang, akan tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru
agar pengumpulan data ini tidak monoton dan terkesan formal tapi dibuat santai

dan ramal? Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dengan cara

28 Bagong Suyanto dan Sutinafgtode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan
(Jakarta: Kencana, 2005), him.69.

2% Hadari Nawawi, M. Martini Hadarilnstrumen Penelitian Bidang SosiglY ogyakarta:
Gajah Mada Universitas Press, 1995), him.101.
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mengadakan wawancara secara terstruktur, yaitu melakukan wawancara secara
mendalam dan terstruktur kepada Pejabat PT. BNI Syariah Cabang Yogyakarta
yang mempunyai kompetensi di bidang pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk
menggali informasi dan mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok

permasalahan yang diteliti.

Data sekunder merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan
cara mencari dan mengumpulkan bahan pustaka yang berhubungan dengan judul

dan pokok permasalahannya.

Pengambilan sampling kasus pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang
Yogyakarta menggunakan metodenple random sampling acak sederhana.
Pada teknik ini peneliti mencoba membagi kasus yang homogen berdasarkan pada

karakteristik tertentu sehingga dapat diidentifikasi kedalam populasi$tudi.

5) Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleft @#ta yang
diperoleh dari hasil penelitian kemudian di analisa dengan menggunakan metode

deskriptif kualitatif, berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan

30 Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

31 Lexy J. MoleongMetodologi Penelitian Kualitatjf(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
Edisi Revisi, 2010), him. 280.
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fakta-fakta yang ada di lapang&Kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan
dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan. Baik
mengenai prosedur pemberian pembiayaan yang dilaksanakan maupun kebijakan-
kebijakan yang diambil dalam rangka menyelesaikan pembiayaan macet oleh BNI

Syari’ah Cabang Yogyakarta.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui permasalahan yuridis empiris
yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada BNI Syariah Cabang

Yogyakarta.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penyusun dalam rencana
penelitiannya dibagi menjadi beberapa bab yang mempuyai sub-sub bab, dan
masing-masing bab tersebut saling terkait satu saama lainnya sehingga
membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan

hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

32 Anselm Strauss & Juliet Corbibasar-Dasar Penelitian Kualitatif(Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2003)
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Bab Kedua merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum
mengenai pembiayaan bank, tinjauan umum mengenai pembiayaan macet dan

tinjauan umum tentang penyelesaian pembiayaan macet.

Bab Ketiga merupakan bab gambaran umum mengenai BNI Syariah
Cabang Yogyakarta, terdiri dari: sejarah, profil, visi san misi, struktur organisasi,
produk-produk, proses pemberian pembiayaan, syarat-syarat pemberian
pembiayaan, data pembiayaan macet yang ada di BNI Syariah Cabang

Yogyakarta.

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian, pertama terkait dengan
pemberian pembiayaarKedua, upaya dan bentuk penyelesaian pembiayaan
macet. Ketiga, kendala dalam menyelesaikan pembiayaan macet tersebut oleh

BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

Bab Kelima merupakan bab penutup meliputi kesimpulan dan saran atau

rekomendasi bagi semua pihak terkait.
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c) Bahwa objek yang akan dilelang tidak dalam sengketa dan saat ini sebagai
jaminan di BNI Syariah Cabang Yogyakarta

d) Bahwa BNI Syariah bertanggung jawab terhadap segala gugatan atau
tuntutan.

e) KPKLN yang akan menentukan hari H pelaksanaan lelang

f) Jika hasil pencairan/lelang barang jaminan milik nasabah melebihi nilai
pengikatan maka hasil lelang yang digunakan untuk pembayaran hutang
sebesar nilai pengikatan ditambah biaya administrasi pengurusan piutang

Negara dan sisanya dikembalikan kepada nasabah.
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BABV

PENUTUP

A. Kesmpulan

Pemberian pembiayaan merupakan salah satu kegiatan perbankan yang
sangat penting dan menguntungkan, karena melalui pemberian pembiayaan
kepada nasabah maka pihak bank akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil.
Berkaitan dengan penyaluran dana kepada masyarakat bank selalu dihadapkan
dengan resiko pembiayaan ma¢etan performing loan)BNI Syariah dalam
mencegah terjadinya pembiayaan macet melakukan pemantauan sejak dini yaitu
dengan pengawasan secara khusus terhadap nasabah yang di duga akan
merugikan bank setelah pencairan pembiayaan. Serta menentukan klasifikasi
kualitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh PBI No.
7/2/PBI/2005 yaitu kolektabilitas 1 (lancar), kolektabilitas 2 ( perhatian khusus),
kolektabilitas 3 (kurang lancar), kolektabilitas 4 (diragukan), dan kolektabilitas 5

(macet).

BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam menyelesaikan pembiayaan
bermasalah telah sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi
Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai aturan pelaksana
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu dengan

restrukturisasi pembiayaan apabila nasabah masih beritikad baik dan prospek
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usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan
direstrukturisasi yaitu dengan R3 Rescheduling (penjadwalan ulang),
Reconditioning (memperkecil margin keuntungan), Restructuring. Kemudian
apabila nasabah sudah tidak sanggup memenuhi kewajibannya namun masih
beritikad baik bank akan melakukan penjualan agunan dibawah tangan, tetapi jika
nasabah sudah tidak mempunyai itikad baik bank akan melakukan lelang agunan
di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKlMNyk menutupi

kerugian bank.

B. Saran

1. Sebaiknya BNI Syariah dalam memberikan pembiayaan lebih meningkatkan
lagi pengetahuan dalam menganalisis prinsip 5C+1S dan dalam menganalisis
kelayakan usaha.

2. Untuk pemberian pembiayaan selanjutnya pihak bank seharusnya lebih
berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan
melakukan pengawasan khusus serta melihat itikad debitur sebelum dan

setelah mendapatkan dana pembiayaan dari BNI syariah Cabang Yogyakarta
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